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BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR  7    TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 39  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  

KEUANGAN DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa pengaturan prosentase belanja desa perlu diatur 
secara lebih rinci, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,  maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuagan Desa; 
 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

6. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
127); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 161); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo  Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Perencanaan  Pembangunan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
164); 

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 40); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 39 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

Pasal I 

Ketentuan  Pasal 15 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2015 Nomor 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 15 

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa kecuali 
yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan 
pemerintah provinsi dan kabupaten yang bersifat khusus 
kepada pemerintah desa serta hasil pengelolaan tanah 
bengkok digunakan dengan ketentuan:  
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari 

jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa;  

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah 
anggaran belanja Desa digunakan untuk:   

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan 
perangkat Desa;  

2. operasional Pemerintah Desa;  

3. tunjangan dan operasional BPD; dan 

4. insentif Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). 

(2) Prosentase anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, setelah dikurangi penghasilan tetap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditentukan sebagai 
berikut : 
a. paling banyak 10% (sepuluh per seratus) digunakan 

untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
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b. paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) 
digunakan untuk operasional pemerintah desa; 

c. paling banyak 15% (limabelas per seratus) digunakan 
untuk tunjangan dan operasional BPD; dan 

d. paling banyak 40% (empat puluh per seratus) untuk 
insentif RT dan RW. 

(3) Rincian penggunaan tunjangan dan operasional BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibahas oleh 
BPD dan dituangkan dalam APB Desa. 

(4) Apabila anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) di bawah 30% (tiga puluh per seratus), maka sisa 
anggaran digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a. 

(5) Contoh penghitungan belanja 30% (tiga puluh per seratus) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada  tanggal 3 Mei  2016                    

BUPATI SUKOHARJO, 
 
             ttd 
 
WARDOYO WIJAYA 

 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  3 Mei  2016 

      SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

                    ttd 
 

           AGUS SANTOSA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2016 NOMOR 7 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

BUDI SUSETYO, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19730705 199203 1 004 

 


